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m Laporkan ke Pemda Jika Ada Temuan
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melarang keras seluruh sekolah negeri
melakukan praktik penjualan bahan atau
seragam jadi kepada para siswa baru. -“ KA MELANGGAR

Kebijakan tersebut, selaras dengan Per- Pemda melarang keras
aturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2010, seluruh sekolah negeri
baik mengatasnamakan koperasi, guru. melakukan prakts penjualan
karyawan, maupun komite. bahan atau seragam jadi

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan kepada para siswa baru,
Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya, Budi Pengadaan seragam
Santosa Asrori menyampaikan, pihaknya diserahkan sepenuhnya ke
sudah menekankan aturan itu kepada se- masing-masing orang tua

luruh lembaga pendidikan di wilayahnya. ataupun paguyuban orang tua
Namun, pemantauan tetap dilakukan, siswa
terutama sepanfang Masa Pengenalan Peran sekolah adalah
Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk jenjang mendampingi terutama siswa
SD dan SMP di Kota Yogyakarta, yang ber- kurang mampu, tanpa
—— mewajibkan membeli seragam
® jehalaman11 baru di sekolah

Jika ada sekolah yang
melenggar, maka akan
diberikan leguran berdasarkan
aluran kepegawaian yang
mengatur
Masyarakat diminta melapor
ke dinas pendidikan setempat
jika menemukan praktik jual

t DIY beli seragam di sekolah.
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Sekolah Dilarang

® Sambungan Hal1

gulir per Senin (14/7).

“Kita selalu mengingat-
kan, monitoringnya me-
nyeluruh, kalau misal ada
laporan-laporan dari masya-
rakat, ketika terjadi hal-hal
yang tidak sesuai dengan
ketentuan,” katanya.

Terlebih, aturan tersebut
sudah dituangkannya me-
lalui Surat Edaran (SE) Dis-
dikpora Kota Yogyakarta No:
100.3.4/5534 tentang awal
tahun pelajaran 2025/2026.

Dalam SE dijelaskan pada
bab Tata Kelola Pendidikan
poin E huruf a, terkait la-
rangan menjual buku pela-
jaran, bahan ajar, perleng-
kapan bahan ajar, pakaian
seragam, atau bahan pakai-
an seragam di satuan pendi-
dikan.

“Sekolah tidak ada yang
boleh menjual, atau mewa-
jibkan (siswa) belanja di situ
(sekolah), itu nggak boleh.
Jadi, silakan mau beli di-
manapun boleh,” cetusnya.

“Kalau ada sekolah yang
melanggar, jelas akan kami
berikan teguran. Sudah ada
aturan kepegawaian yang
mengatur (sanksi). SOP-nya
sudah ada,” pungkas Kadis-
dikpora.

Sanksi menanti

Kepala Disdik Gunungki-
dul, Nunuk Setyowati me-
ngatakan, aturan untuk
tidak menjual seragam ke-
pada murid diatur sesuai
dengan Permendikbud No-
mor 50 Tahun 2022 tentang
Pakaian Seragam Sekolah,
pengadaan seragam adalah
tanggung jawab orang tua
siswa.

“Jadi, peran sekolah dan
pemerintah adalah men-
dampingi dan memban-
tu terutama siswa kurang
mampu, tanpa mewajibkan
‘mereka membeli seragam
baru di sekolah,” terang Nu-
nuk, Senin (14/7).

Dia menambahkan, se-
kolah atau komite yang
melanggar aturan ini dapat

di sekolah masing-masing,”
ujarnya.

Pihaknya pun meminta
kepada masyarakat apabi-
la menemukan praktik jual
beli seragam yang melanggar
aturan, bisa melaporkan ke
Dinas Pendidikan Gunung-

na," kata Adi.
osialisasi
Kepala Disdikpora Kabu-
paten Bantul, Nugroho Eko
Setyanto, memastikan bah-
wa sejauh ini seluruh seko-
lah di wilayah Bumi Projo-

ari sudah

Namun sejauh ini sudah ada
informasi adanya madrasah
yang terkait dengan seragam
sekolah.

Koordinator Pengawas
Sistem Penerimaan Murid
Baru (SPMB) ORI DIY, Mo-
Bagus Sasmita

kidul atau langsung ke Om-

budsman RI. “Kalau ada ke-

dapatan langsung laporkan
ke kami,” tegasnya.

Di sisi lain, selama Masa

L Se:

aturan soal larangan jual
beli seragam sekolah.
“Seragam sekolah menjadi
tanggung jawab orang tua.
Mereka mau memakaikan

kolah (MPLS), pihaknya juga
mengimbau agar rangkaian
kegiatan secara

knya dengan se-
ragam baru ya monggo (si-
lakan), pakai seragam dari

edukatif dan menyenangkan
tanpa adanya perpeloncoan
atau tindakan kekerasan
dalam bentuk apa pun.
“Kami sudah instruksikan
kepada semua sekolah, un-
tuk memastikan MPLS dila-
kukan dengan kegiatan yang
membangun, tanpa perpe-
loncoan, tanpa kekerasan,
apalagi bullying,” tandasnya.
Sekretaris Dinas Pendidik-
an Kabupaten Sleman, Sri
Adi

siswa juga tidak
apa-apa,” kata Nugroho, Se-
nin (14/7).

Pihaknya mengatakan
bahwa masing-masing se-
kolah telah menyampaikan
aturan soal penggunaan
seragam sekolah kepada
masing-masing siswa dan
orang tua/wali siswa. &

“Selama masa pengenalan
lingkungan (MPLS) ini, bias-
nya menggunakan segaram
dari jenjang sekolah sebe-

bahwa pengadaan seragam
diserahkan sepenuhnya ke
masing-masing orang tua
ataupun paguyuban orang
tua siswa.

Tujuannya, untuk men-
cegah anggapan sekolah

lumnya. . untuk
yang anak-anak SMP, saat
MPLS ini mereka menggu-
nakan pakaian SD. Karena
mereka kan belum punya
seragam,” jelas Nugroho.
Selain seragam, pihaknya

mengatakan, sekolah nege-
ri, madrasah, atau sekolah
biasa yang diselenggarakan
diatur memang tidak boleh
menjual seragam.

“Sekolah, termasuk komi-
te, tenaga kependidikan ti-
dak boleh ikutan jualan atau
memfasilitasi (untuk menju-
al seragam sekolah kepada
siswa baru).” kata Moham-
mad Bagus, Senin (14/7).

la mengakui, terkadang
sekolah memiliki seragam
khusus maupun atribut lain
seperti topi atau dasi yang
memuat identitas sekolah.
Hanya saja, sekolah me-
mang tidak diperbolehkan
untuk menjual seragam ma-
upun atribut sekolah secara
langsung. -

Ada banyak cara yang bisa
dilakukan sekolah agar sis-
wa baru bisa mengenakan
seragam sesuai ketentuan
sekolah. Salah satunya de-
ngan bekerja sama dengan
penjahit atau pihak lain un-
tuk i

juga sudah

berbisnis dan
orang tua bebas membeli
seragam sesuai kemampu-
annya. "Soal seragam mbok
wis pasrahkan ke orang
tua, dikoordinir paguyub-
an orang tua. Sekolah tidak
usah ikut-ikutan,” katanya,
Senin (14/7).

“Nanti malah jadi prob-
lem. Nanti dibilang berbisnis
dan sebagainya. Mungkin
maksudnya baik tapi belum
tentu diterima dengan baik.

kepada masing sing se-
kolah negeri untuk tidak
melakukan jual beli lembar
kerja siswa (LKS) kepada
masing-masing peserta di-
diknya.

“Buku: pelajaran di seko-
lah negeri kan sudah ada
di masing-masing sekolah.
Jadi, dipastikan tidak ada
jual beli buku-buku pelajar-
an termasuk LKS," ucapnya.

Pihaknya pun mengaku
akah segera turun tangan

i ada-

“Atau ke per-
kumpulan atau paguyuban
orang tua. Karena memang
secara regulasi tidak diatur,
memang memungkinkan.
Jadi ada banyak cara, yang
pasti sekolah tidak boleh
memfasilitasi langsung,”
sambungnya.

la mengungkapkan, prak-
tik pihak sekolah melaku-
kan jual beli seragam me-
mang terus berulang. Meski
belum ada laporan langsung
dari

Tapi kalau pagu-
yuban, itu kan sudah antar
orang tua,” lanjut Sri Adi.
Adi menyebut. jika di-
perlukan bisa diurus oleh
paguyuban orang tua, yang
biasanya mereka tergabung
dalam satu ruang kelas
yang sama. Hal ini untuk
memudahkan antar orang

nya jual beli seragam dan
buku pelajaran di sekolah
negeri. Pihaknya juga akan
memberikan teguran atau
sanksi lainnya sesuai de-
ngan kadar pelanggaran la-
rangan yang terjadi.

“Kalau ditemukan, tentu
kami akan turun tangan un-

diancam sanksi -

tua ber mau-

tuk konfirmasi

tif seperti berupa teguran
tertulis hingga penunda-
an kenaikan pangkat guru
atau kepala sekolah, sesuai
peraturan di Permendikbud
50/2022 dan PP 17/2010.
“Maka dari itu, orang tua
memiliki hak untuk membeli
seragam di mana saja, sela-
ma sesuai dengan ketentuan
model dan warna seragam

pun berkoordinasi, terma-
suk soal rencana pembeli-
an seragam.

“Paguyuban (orang tua) di
sini biasanya yang satu ru-
ang kelas. Itu kan biasanya
memudahkan berkoordina-
si. Misalnya, agar pembelian
satu toko. Biar warnanya
sama. Biarpun putih tapi
beda merk kadang beda war-

terhadap sekolah yang ber-
sangkutan. Kemudian, kami
akan memberikan teguran
atau sanksi sesuai dengan
pelanggaran yamg terjadi,”
tandas did.
Terus terulang
Ombudsman Republik In-
donesia (ORI) DIY belum me-
nerima aduan soal praktik
jual beli seragam di sekolah.

tidak menjamin praktik ter-
sebut sepenuhnya hilang.

Menurut dia, terkadang
orang tua siswa enggan re-
pot. sehingga meminta se-
kolah untuk memfasilitasi.
Itulah sebabnya edukasi ke-
pada orang tua juga harus
diberikam. la pun berharap
dengan adanya berbagal so-
sialisasi dan edukasi, prak-
tik sekolah menjual seragam
bisa ditekan.

“Dari dinas (Dinas Pendi-
dikan), juga sebenarnya su-
dah melakukan sosialisasi
saat proses SPMB, tidak bo-
leh ada pengadaan seragam.
Ini bagian dari preventif,” te-
rangnya. (maw/nei/rifndg/
aka)
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